BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Merujuk pada hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis
berdasarkan informasi dari narasumber, dapat ditarik kesimpulan mengenai
implementasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Perda
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak telah berjalan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti rapat kerja,
rapat dengar pendapat (RDP), kunjungan kerja atau sidak, serta koordinasi
dengan OPD terkait dan forum masyarakat. Pelaksanaan pengawasaan
terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentanng Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan masih harus terus
ditingkatkan kembali. Karena masih lemah nya koordinasi antar OPD dan
keterbatasannya anggaran, serta partisipasi masyarakat yang masih kurang.
Hal ini terlihat dari belum meratanya pemahaman masyarakat tentang perda
tersebut, belum adanya tindak lanjut yang konsisten dari hasil pengawasan.
2. Kendala kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Perda No 2
Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ialah sebagai berikut Pada pemberdayaan perempuan antara lain yaitu :

Pada pemberdayaan perempuan :

a. Budaya patriaki yang masih ada
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b.

C.

d.

Keterlibatan kelompok perempuan masih terbatas
Program pemberdayaan perempuan masih terbatas

Rendahnya pelaporan kasus kekerasan

Pada perlindungan anak :

a.

b.

Rendahnya pelaporan kasus kekerasan

Layanan pendampingan anak masih terbatas

c. Terbatasnya anggran

3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemrintah Kabupaten Peisir Selatan dalam

mengatasi Kendala pengawasan terhadap Perda No 2 Tahun 2017 tentang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a.

b.

B. Saran

Peningkatan Koordinasi dengan OPD Terkait

Pelaksanaan Kunjungan Lapangan dan Reses Tematik

Penguatan Fungsi Legislasi dan Anggaran

Sosialisasi dan Edukasi Publik

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Kabupaten Layak

Anak (KLA)

1. DPRD Kabupaten Pesisir Selatan disarankan untuk lebih memperkuat

mekanisme pengawasan secara terjadwal dan berkelanjutan, misalnya

dengan menetapkan jadwal rapat kerja, kunjungan lapangan, serta rapat

dengar pendapat yang rutin bersama OPD terkait, agar implementasi Perda

No. 2 Tahun 2017 dapat lebih terpantau secara efektif.
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2. DPRD perlu memperluas cakupan sosialisasi dan edukasi perda kepada
masyarakat sampai ke tingkat nagari/desa, agar masyarakat lebih memahami
hak-haknya, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam melaporkan kasus
atau memberikan masukan terkait pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.

3. Perlunya peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara DPRD dengan OPD,
lembaga masyarakat, dan organisasi perempuan serta forum anak, guna

memperkuat pengawasan dan menjaring masukan langsung dari masyarakat.
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